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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga
Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral

dan Batubara;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6012);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG TATA CARA DIVESTASI SAHAM DAN
MEKANISME PENETAPAN HARGA SAHAM DIVESTASI PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Divestasi Saham adalah jumlah saham asing yang harus
ditawarkan untuk dijual kepada Peserta Indonesia.

2.  Penambangan adalah bagian kegiatan usaha
pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau
batubara dan mineral ikutannya.

3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang
selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin
usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan
tahapan kegiatan operasi produksi.

4. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang
selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin
usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin
Usaha  Pertambangan Khusus Eksplorasi untuk
melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah
izin usaha pertambangan khusus.

5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus
untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya
disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan
kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut,
mengolah, dan memurnikan termasuk menjual
komoditas tambang mineral atau batubara hasil

olahannya.
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10.

11.

12.

13.

Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan
Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia, Negara
Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan
penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur unsur
penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah
bupati/walikota sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten/kota.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang
pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah BUMD yang bergerak di bidang
pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang
berbadan hukum yang kepemilikan modal atau

sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.



14.

15.

16.

17.

18.
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Penilai Independen adalah perusahaan penilai yang tidak
terkait dengan bank dan debitur untuk melakukan
kegiatan penilaian berdasarkan Kode Etik Penilai
Indonesia  serta  ketentuan-ketentuan lain yang
ditetapkan oleh Dewan Penilai Indonesia dan memiliki
izin usaha dari instansi berwenang.

Kontrak Karya yang selanjutnya disingkat KK adalah
perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan
perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka
penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan
usaha pertambangan mineral.

Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian
antara  pemerintah  Republik  Indonesia  dengan
perusahaan  berbadan hukum Indonesia untuk
melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan
batubara.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan

batubara.

BAB II
DIVESTASI SAHAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi
Produksi dalam rangka PMA, setelah 5 (lima) tahun sejak
berproduksi wajib melakukan Divestasi Saham secara
bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya

paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh



